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ABSTRAK  

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pengeboman Ikan Di Kabupaten Flores 

Timur Pada Pasal 85 Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 45 Tahun 

2009 Tentang Perikanan 

Oleh: Agustinus Agi Tukan, Nim: 2017111045 

 

Tindakan pengawasan yang jarang dilakukan oleh Kepolisian Larantuka secara 

langsung disebabkan karena jumlah Petugas Kepolisian Larantuka sampai pada bulan 

Oktober tahun 2014 berjumlah 412 orang belum sebanding dengan jumlah penduduk 

Kabupaten Flores Timur sebanyak 241.082 jiwa serta luas wilayah 5.983,38 km (daratan 

1.812.85 km dan lautan 4.170,53 km). terbatasnya jumlah petugas Kepolisian yang 

melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bom ikan, tentunya sangat 

mempengaruhi efektifitas penegakan hokum khasus tersebut. Rumusan masalahnya 

adalah: (1). Bagaimanakah Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemboman Ikan Di 

Kabupaten Flores Timur  Kecamatan Larantuka Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 Tentang Perikanan?. (2). Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum bagi pelaku pengeboman ikan di Kabupaten Flores Timur Kecamatan 

Larantuka, ditinjau dari Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 

Tentang Perikanan? 

Tujuan dari penelitian ini yakni ingin menelaah atau mengkaji Penegakan Hukum 

Bagi Pelaku Pemboman Ikan di Kabupaten Flores Timur Kecamatan Larantuka di tinjau 

dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Untuk mengetahui 

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pengeboman Ikan di Kabupaten Flores Timur Kecamatan 

Larantuka, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang  Perikanan dan 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum bagi pelaku 

pengeboman ikan di Kabupaten Flores Timur Kecamatan Larantuka, ditinjau dari 

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Empiris, sedangkan pendekatan 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Teknik 

pengumpulan data Wawancara (interview), Pengamatan (observatation) dan Data 

Keperpustakaan. Serta analisis kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hokum yang dilakukan 

oleh sub sistem peradilan pidana di Kabupaten Flores Timur meliputi upaya represif, 

preventif dan juga kuratif. Penegakan hukum yang paling banyak dalam bentuk upaya 

represif. 

Kesimpulan dari khasus pemboman ikan di Flores Timur di karenakan adanya 

Kendala –kendala yang di hadapan dalam penegakan hukum ini meliputi jumlah personil 

kepolisian yang terbatas dan kurangnya sarana dan prasarana.  

 

 

Kata Kunci : Penegakan hukum, Nelayan, Bom. 
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ABSTRACT 

 

Law Enforcement for Fish Bombing Actors in East Flores Regency in Review 

from In Article 85 Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries 

 

By: Agustinus Agi Tukan, Nim: 2017111045 

 

 Supervision actions that are rarely carried out by the Larantuka Police directly 

are due to the fact that the number of Larantuka Police officers until October 2014 totaled 

412 people which is not comparable to the population of East Flores Regency of 241,082 

people and an area of 5,983.38 km (land area 1,812.85 km and ocean 4170.53 km). the 

limited number of police officers who enforce the law against the perpetrators of the fish 

bombing crime, of course greatly affects the effectiveness of this special law 

enforcement. The formulation of the problem is: (1). How is Law Enforcement for the 

Fish Bombing Actors in East Flores District, Larantuka District Viewed from Law 

Number 45 of 2009 concerning Fisheries?. (2). What are the factors that influence law 

enforcement for the perpetrators of fish bombing in East Flores District, Larantuka 

District, in terms of Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning 

Fisheries? 

 The purpose of this study is to examine or study Law Enforcement for Fish 

Bombing Actors in East Flores District, Larantuka District, in terms of Law Number 45 

of 2009 concerning Fisheries, to find out Law Enforcement for Fish Bombing Actors in 

East Flores District, Larantuka District, reviewed from Law Number 45 of 2009 

concerning Fisheries and to find out the factors that influence law enforcement for 

perpetrators of fish bombing in East Flores Regency, Larantuka District, in terms of Law 

of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Fisheries. 

 This type of research is a type of Empirical Law research, while the approach 

used in this research is a Juridical Sociological approach. Data collection techniques 

Interview (interview), Observation (observation) and Library Data. As well as qualitative 

analysis 

 The results of this study conclude that law enforcement carried out by the 

criminal justice sub-system in East Flores Regency includes repressive, preventive and 

curative efforts. Law enforcement is mostly in the form of repressive efforts. 

 The conclusion of the fishing bombing case in East Flores is due to the 

constraints faced in enforcing this law including the limited number of police personnel 

and the lack of facilities and infrastructure. 

 

Keywords: Law Enforcement, Fishermen, Bombs. 
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